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PEDOMAN BAGI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAII DALAM PELAKSANAAII
PENANGANAN ATAU PENYELESAIAN BANK SYARIAH YANG MENGALAMI

PERMASALAHAN SOLVABILITAS

g;.9r 9*1t i'r *
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang a.

b.

c.

d.

e.

bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan undang-

undang berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif
dalam memelihara stabilitas sistem perbankan;

bahwa dalam menjalankan fungsi tersebut di arttara tugas yang harus

dilaksanakan oleh LPS adalah merumuskan, menetapkan, dan

melaksanakan kebijakan penanganan atau penyelesaian bank yang

mengalami permasalahan solvabilitas ;

bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penanganan atau penyelesaian

bank yang mengalami permasalahan solvabilitas oleh LPS tidak ada

perbedaan perlakuan antara Bank syariah dan Bank Konvensional;

bahwa pelaksanaan kebijakan penanganan atau penyelesaian Bank

Syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas perlu

memperhatikan ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud) prinsip

syariah;

bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang

Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan

Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yafig Mengalami

Permasalahan Solvabi litas ;

1. Firman Allah SWT:

a. Q.S. an-Nisa' @):29

,rt; *ie,sf'J9:0;qu# etirjk"j i t3u 5;irqilu"

?*
" Hai orangyang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta
sesomomu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan

I

Mengingat
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130 Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan Dolam Pelaksanaan ... 2

perniagaan yong berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu."

b. Q.S.an-Nisa (4):59:

.& ;it J;iS iy;ltrq:$s'isr trtp't DLt 5;$r q$ t1

"Hai orang yang beriman! Taatilah Allah dan tatatilah Rasul
(Muhammad) dan ulil amri di antara kalian."

c. Q.S.al-Ma'idah (5): 1:

J:; # ;Zu!;pt;'!r 'q e< *i :ur;l;,t34i tfii e$tdiu
|s;v#utt'y6f #i,#t&

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-aknd itu. Dihalalkan
bagimu binatang ternak, kecuali yang aknn dibacaknn kepadamu.
(YanS demikian rtQ dengan tidak menghalalkan berburu ketika
knmu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan
hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. "

d. Q.S. al-Isra' (17):34:

. ** 3s t-|ar'ot :i6lUtiiis .

"...Dan tunaiknnlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan
dimintai pertanggungj mtt aban... "

e. Q.S.Yusuf (12): 72:

.Vt y,uii #:b y;v. ili.:Lu]lt t* W VC

" (Penyeru-penyeru) itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja;
dan barang siapa yang dapat mengembalikannyo, akan
memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku
me nj amin t er hadapny a. "'

f. Q.S. al-Ma'idah (5):2:

ar 31 ixt rj:6 qtiAr, iyt * li.rc \j e5;ig ,lt & liSwS .

'?qt L'"''

" .. . D an t o I o n g-m e no I o ngl a h kamu da I am (m e n gerj akan) ke b aj ikan
dan tah,va, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertahnalah knmu kepada Allah, sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya."

g. Q.S. al-Baqarah (2):282:

t#G ,"r fi ly/"4 *t'x tttt*r efit d":u

"Hai orang yang beriman! Jikn knmu bermu'amalah tidak secara
tunai sampai wahu tertentu, buatlah secara tertulis..."

h. Q.S. al-Baqarah (2):280:

tinx ; :'t 6 ; $3"^u lii,;p JL.|F * l\ bs bLj
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"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka
berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu
mengelahui."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat al-Daruquthni dan al-Hakim dari Ka'b Ibn

Malik:

4t3s t': qabu. i AJ\.i tu J' * .*3 # ')nt ), ";t "ui

"Sesungguhnya Nabi SAW pernah menyita harta Mu'adz dan
menjualnya untuk membayar utangnya. "

b. Hadis Nabi riwayat Muslim Abu Sa'id al Khudri:

-t* ,,-l:.l|,lt ,G '1 .i" 'i' 'it' 1' tr .1;; sji .'2 "\L',, 
j"

, - / . =.'-v"t 4L )JJt J-> {t .)y-j * --yi?; t=-i
'i"rbi| * teSr- , *S *e tut ,* &t i*: iu' , 3*G , fis

&i * ut & $t iX ita , ,it t\ei ili cq ii ' # :ru'
.eU: 'it I AS iJ,;s t tr:,L gw;).

"Pada masa Rasulullah SAW ada seseorang tertimpa musibah
(kerusakan) pada hasil tani yang ia beli, sehingga ia banyak
utang dan pailit. Rasulullah SAW berkata,'Bersedekahlah
kepadanya,' makc orang-orang pun bersedekah untuknya.
Namun, sedekah itu belum bisa melunasi semua utangnya.
Akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada para lcrediturnya:
'Ambillah apa yang kalian dapati (dari hartanya), dan tidak ada
lagi untuk kalian selain itu. "'

c. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah:

.ruit y V'?i 'r*" W,*-U lUr *: s: 'V.]r 3li ti1

" Ap ab il a s e s or ang mengal ami pail it, s ement ar a p enj ual (pemil ik
piutang) menemuknn barang yang dijualnya, maka dia berhak
atas barang tersebut dibandingkan para kreditur yang lain."

d. Hadis Nabi riwayat Imam Malik, Abu Dawud dari Abu Bakar bin

Abdurrahman bin al Harits bin Hisyam:

:61r*, ,., :y 1;u. 6$t ,^git ^.,ui;t -:$t #t'1 vu {V F" t{:
19 , I q 9 o t 't

.cG:;lr ;rLr /At +.\bi eli:ir rv jb y,'Ft '# *,bU
"Siapa saia meniual barang (kepada seseorang), lalu orang yang
membelinya jatuh pailit, sementara penjual belum menerima
harga barangnya sedikitpun, kemudian dia mendapati barang
tersebut masih utuh, maka dia lebih berhak dengan barang itu.
Tetapi jika si pembeli meninggal dunia, maka penjual barang
bersekutu (menjadi sama halntya) denganpara lveditur yang lain
(terhadap barang tersebut). "
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e. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn
Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w.

bersabda:

/\ PtS 4\'n1:trt "At, )9 H\ $ti *iU +;ir
a*\1 yt; ci->t 6y ,*,t'4 ,264?ti* ,y,A *\ ?,tS

.*w::tst;1&6w
"(Penjualan) emas dengan emos, perak dengan perak, gandum
dengan gandum, sya'ir dengan syo'ir, kurma dengan kurma, dan
garam dengan garam, (iika dilakukan antara) yang berjenis
sama, (maka disyaratkan harus) sama ukurannya dan
(diserahterimakan) secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah
sekehendakmu jika dilakukon secoro tunai. "

f. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w.

bersabda:

t#'ti,vd.*t421it"*'tS &,$it +it, <-^rJr t#\
qG q t#'t:l* & \42)r. r#'tS y,&1tt, 19 arjt

.rq
"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama
(ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas
sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak
kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan
sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas
dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. "

g. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud:

6s evi,:t 1lt,r,,sv'-ti\AG g\tit iJ i*:iu ,,i it*
i;: t-fis yll i-e *; /fi sla iy er6:*1 ,'4r1'3)t teli -111'tsu,

!s$-53 ,fit i_t-j V ,,rt;;'ab], * q $S r*S g:. tnt .v iur

e5ir\ et)S ,eVi,tr ':Lt5 
iu"n\ Ai 4t, llyt d $t :tf;i

& ,J\ i*: iA ,9-F iy * el6 *G it t# ls ,gy3sr 3,*t3

uL:? t;*56fi{ c Uy- ;*.t;,'i;2\1 i>1 u\t,t, ,;tS *atnt
"Dari lbn Umar ra, dulu aku menjual unta di Baqi'. Aku
menjualnya dengan dinar dan menerima pembayorannya dengan
dirham. Aku (juga) menjualnya dengan dirham dan menerima
(pembayarannya) dengan dinar. Aku mengambil ini untuk itu,
dan memberi itu untuk ini (maksudnya: dinar dan dirham). Lalu
aku mendatangi Rasulullah SAW. Saat itu beliau sedang di rumah
Hafshah. Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, sebentar, aku ingin
bertanya kepadamu, aku menjual unta di Baqi'. Aku menjualnya
dengan dinor dan menerima (pembayarannya) dengan dirham.

,l
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Aku (iuqa) menjualnya dengan dinar dan menerimo
(pembayarannya) dengan dinar. Aku mengambil ini untuk itu,
dan memberi itu untuk ini.' Rasulullah SAW menjawab, 'Tidak
ada masalah jiko kamu menerimanya dengan harga di hari itu
dan kalian berdua tidak berpisah sementara masih ada sesuatu
(yang belum dibayar). "'

h. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan

Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

'#;*&€,;1 '8'ty,&"d'y
"Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang
mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara
knmu dialihknn hak penagihan piutangnya (di-hawalah-knn)
kepada pihak yang mompu, terimalah. "

i. Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan al-Baihaqi dari Ibnu Umar,
Nabi s.a.w. bersabda:

#r#&*'Yi*
"Siapa saja yang dialihkan hak-nya kepada yang mampu maka
dia harus menerima pengalihan itu."

j. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah dari
Ibnu Umar, Rasulullah bersabda:

; :ty #, r.'rt ii $e.{, S :;i W'*u5 |:illd.Jr ,:At k
.'a;u ii,{? }G #,

"Wajib atas seorang Muslim untuk mendengarkan dan taat
(kepada ulil amri) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci,
kecuali jikn ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia
disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar
dan tidak boleh taat."

k. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam al-Kabir dan al-Hakim
dalam al-Mustadrakyang menyatakan bahwa hadis ini shahih:

Ht d, d?U, ?i uJ *i lt: *a 'iut &'gt':rl uv br ,ssi

\i: u$t * 6S LrVg, eyi ait,iut 1g U lgw ,fi4 3"r1 t;t;
.rj*4 g,* :!;e 4ti #iut -b *t iy-: jtii ,'-Vi

"Ibnu Abhas meriwayatkan bahwa Nabi SAW, ketika
memerintahknn untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah
beberapa orqng dari mereka seraya mengatakan: 'Wahai
Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk
mengusir kami sementqra kami mempunyai piutang pada orang-
orang yang belum jatuh tempo.' Maka Rasulullah SAW berkata:
'Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat. "'

D ew an Sy ar i ah Nas i onal - Moj e I i s Ul ama Indo ne s i a k
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l. Hadits Nabi Riwayat Muslim, beliau bersabda:

-.,.-o1, ? r-L"?t;Ttl;,it.f.!r .-f .-'x"! ^l* li rrj 1;LlA9' (.P- l, e. , V ) , v. ., ,,. \) i3, v

.*1 qp "g #t (\tG tal )r q*rt3

"Orang yang melepaskan kesulitan dari seorang muslim dari
kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di
hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama
ia (suka) menolong saudaranya. "

m. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit

r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari

bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar

al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.:

.|,e \i ;'r, \
"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak
boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh
orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugiknnnya). "

n. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin
'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin
Abdillah bin Amr bin'Aun r.a.:

'a.$-erj v." 'Fi ji ))^.; (? \^):€ \t'iet;^t\ '& yv u%l
.vt; yi;i llr; ?? b"; t;;$:; ,-P

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk
mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;
dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang
diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. "

o. Hadis Nabi saw. riwayat Muslim, dari 'Aisyah dan dari Tsabit

dari Anas:

ittr3 i" gl Si
"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian."

3. Ijma' ulamatentang larangan bai' al-dain bi al-dain:

.)* \;-rJt ,iJr '& ,1 *t#ii
" Para ulama telah konsensus bahwa bai' ad-dain bi ad-dain itu tidak

diholehkan."

4. Kaidah Fikih:

,4f *v Ut'lU"oi\LnU'rt *xr^ir a_k\t .i

"Pade dnsarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

D ew an Syariah Nasional -Maj elis Ul ama Indone sia
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.r;ft)r'ilF iF ft.6tti .q
" Keperluan dapat menduduki posisi darurat. "

,Lfuyr )b,&e )At ..:
"Segala madharot (bahaya, kerugian) harus dihindarkan
sedaPat mungkin'" 

.jr; :A .s
"Segala madharat ftahaya, kerugian) harus dihilangkan."

.d@t+ e{a" uttttL;: .e
"Mencegah mafsadah (kerusaknn) harus didahulukan dari
mengamb il kemaslahatan. "

.';$t LL1'afr"tt .a
" Ke sulitan dapat mendatangkan lcemudahan. "

t;UvrlKe3\4fr -c
"Sesuotu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama
dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syaro' (selama tidak
bertentangan dengan syar iat). "

.i*l';st;lt ..)

"Adat kebiasaan dapat ditetapknn sebagai hukum."

.Gui r:4t3 allt € fix 7<*f .5

"Ketetapan hukum tergantung:*: ala tidalcrva 'illah."

.Atrba\; b* *,11 & ev\\ 3k3 .)

"Kebijakan pemimpin terhadap ralqtat harus mengikuti
(mengacu/b erpihak ) kepada kemaslahatan (masyar akat). "

+t € ,&rtibat o,t -,]4i .)

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum
Allah."

Pendapat Prof. Dr. Wahbah al-Znhalli, Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu,
Jilid 8. H. T21,1985 M:

F q* ,* et;1il g6\ *t" ,:$r ,+ ;.t/lr i ,sat 'Vi eI

.qJ.],l

"Penunjuknn pengampu fturator/washiy) oleh hakim adalah
s e s e or an g y an g di tunj uk ol e h h aki m unt uk m e n gaw a s i s e s e or an g y a n g
tidak cakap dalam pengelolaan harta."

Riwayat Malik dan al-Daruquthni bahwa Umar bin Khatab pernah

menahan harta seseorang debitor untuk dibagi-bagikan kepada paru

kreditornya. Ringkasan dari riwayat itu adalah: Usaifi' dari warga

Juhainah mempunyai utang, tapiiatidak mau membayar. Maka Umar

Memperhatikan : 1.

2.
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menahan hartanya dan memberitahukan kepada para krediturnyaagar

datang kepada Umar untuk membagikanharta Usaifi'.

3. Pendapat Jumhur ulama yang ditranmisikan (nuqil) dari Ibn lJmar,

Hasan Bashri, Thawus, Zubr| dan Qatadah, tentang bolehnya

penjualan piutang kepada pihak yang berutang (Madin);

4. Pendapat ulama Zhahiriahyang ditranmisikan (nuqit) dari Ibn Abbas

dan Ibn Syubrumah tentang dilarangnya penjualan piutang kepada

pihak yang berutang (Madin);

5. Fatwa DR. 'Izzudin Muhammad Khaujah, al-Dalil al-Syar'i li al-

Murabahah, 1998 M, hal. 18 tentang kebolehan pengalihan utang

pembiayaan dengan akad hawalah;

gr$t ,F *:# )cr, *6.*iayt o{})r ,u.}:'" 1 dc "4t +tet
ij ;i^sr ,th ,y b ,4t i:1i$r ,J.95 ,,j$t 6*i ;I JL W :y
,t"ni ,Lq$t'e ljir Srag fi:tt * -i ript "r:\,4tq>\31 ;*

.lti+t * brEgt';Jt f ;;;at ellit'w U<"Ct:,+;Jr :6
"Dewan pengawas syariah telah menelaah pertanyaan yang diajukan
oleh perusahaan asuransi syariah tentang hukum mengalihkrtn akad
murabahah dari satu nasabah ke pihak lain dengan sisa cicilannya.
Menurut Dewan pengawas syariah, pengalihan tersebut termasuk
hawalah dan bukan termasuk pengalihan murabahah, knrena akad
murabahah antara perusahaan dengan nasabahyang pertamo sudah

berakhir, dan akndnya tidak bisa dialihkan, tetapi yang mungkin

adalah mengalihkan kewajiban $ltizam) yang ditimbulkan akad
murabahah dengan akad hawalah."

6. Keputusan Lembaga Fikih Islam OKI No. 101 [1114]tentatg Bai al-

Dain:

* f b ii * b,y *;4t F n,tr.y-.lr iStt d j*n
';\ * f :y ii * b,y.'g );i'^4 3*n u!,v1)t JLfu;;\
t*t1 ;'"-tlt )f ',fr qt'e Ay iS ,GP lb tslrJt 1)gU.;gt i a

.,Vt ,; \t -3? fV' 4 -

"Tidok boleh menjual piutang yang belum jatuh tempo kepada selain
debitur dengan uang yang dibayar tunai, batk mata uang seienis atau

berbeda jenis, karena menyebabkan terjadinya riba. Begitu pula tidak
boleh menjual piutang dengan uang yang dibayar tidak tunai, baik
dengan mata uang sejenis atau berbeda ienis, karena termasuk ba7'

al-kali' bi al-kali' yang diharamkan menurut syariah. Larangan
tersebut berlaku pada piutang yang timbul dari akad qardh atauiual
beli tangguh (tidak tunai)."

Dewan Syariah Nasional-Majehs Aama Indonesio
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7. Keputusan Nadwah al-Baraka (Qararat wa Taushiyat Nadawat

al-Barakah', Al-Amanah al-'Ammah li al-Hai'at al-Syar'iyah),

Jeddah, cet. VII, 2006 M):

.,:u,jr -J .:.ijr );'t;tlt :jLa ,raa;jr ,ij3 x^" w'+:it ,i,^\t .a,
9. 4. y. !., \.. .l , - /J . J /J v.J

Jr, lsqxr Lr'l ulr b ,r)t it, ;-'tt 4 b "yi 6;At A)lx" *

Ft * 3i ,7:s :b 4v 4I*j' i,L< 3i ;v *"|at
"Di antara bentuk-bentuk (transaksi) yang dilarang menurut Jumhur
Ulama Fiqh, di antaranya pendapat Al-Syaf iyyah adalah menjual
piutang kepada selain debitur dengan harga (pembayaran) berupa
uangyang dibayar oleh pembeli yang lebih kecil jumlahnya dari nilai
utang. Karena transaksi ini merupakan salah satu bentukriba knrena
terjadi pertukaran dua mata uang sejenis (transalrsi sharfl yang tidak
memenuhi unsur tamatsul (sama nilainya) dan taqabudh (tunai).
Bentuk transaksi yang dilarang ini tidak ada bedanya baikpiutang itu
ditimbulkan dari akad qardh ataupun jual beli tidak tunai."

8. Keputusan Lembaga Fikih Islam OKI No. t58 UTlTl tentang Bai' al-
Dain:

,% fu int& :;1t1,t ;;nt * * e
"Diontara bentuk-bentuk bai' al-dain yang dibolehkan adalah
menjual piutang dengan komoditas tertentu."

9. Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa-fatwa DSN-MUI:

a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga

Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2009;

b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan

Penanganan Krisis Sistem Keuangan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan

Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah;

d. Fatwa DSN-MUI Nomor: 12/DSN-MUVIV/2000 tentang

Hawalah;

e. Fatwa DSN-MUI Nomor: 9O/DSN-MUI|XIU}0|3 tentang

Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan

Syariah (LKS);

f. Fatwa DSN-MUI Nomor: 103/DSN-MUI{X42016 tentang Novasi

Subj ektif Berdasarkan Prinsip Syariah;

g. Fatwa DSN-MUI Nomor: 104/DSN-MUllXl20l6 tentang

Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dew an Syariah Nas i onal -Maj elis Ulama Indone s ia
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Menetapkan

Pertama

10. Surat permohonan fatwa resolusi bank syariah dari Lembaga

Penjaminan Simpanan (LPS) Nomor: S-15/ DRSPi2019 tertanggal

11 Februari2019;

1 1. Hasil Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Lembaga
Penjaminan Simpanan (LPS) dengan Tim DSN-MUI tentang

Pedoman Resolusi Bank yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas,
pada tanggal 29-31 Agustus 2019 di Yogyakarta, tanggal 24

September 2018 di Jakarta;

12. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Rabu,

tanggal 03 Safar l44l H / 02 Oktober 2019 di Bogor.

MEMUTUSKAN:

FATWA TENTANG PEDOMAN BAGI LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN DALAM PELAKSANAAN PENAI\GANAN ATAU
PENYELESAIAN BANK SYARIAH YANG MENGALAMI
PERMASALAIIAN SOLVABILITAS.

Ketentuan Umum
Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS, adalah

badan hukum yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang

berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif
dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan

kewenangannya.

2. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan, termasuk Unit Usaha Syariah.

3. Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas adalah

Bank Syariah yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan

mengalami permasalahan solvabilitas dan ditetapkan sebagai bank

dalam pengawasan intensif atau bank dalam pengawasan khusus.

4. Bank Sistemik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan

kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa

perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat

mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau

sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika
bank tersebut mengalami gangguan ata:u gagal.

5. Bank selain Bank Sistemik adalah bank yang tidak ditetapkan

sebagai Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam peraturan

perundangan yang berlaku.

6. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga

Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan

D ew an Sy ar i ah N as i onal - Maj e I i s Ul ama Indo ne s i a
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menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset danlatau kewajiban

bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya

menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan

kepemilikannya kepada pihak lain

7. Bank Penerima adalah bank yang menerima pengalihan sebagian

atau seluruh aset danlatau kewajiban bank yang Mengalami

Permasalahan Solvabilitas.

8. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan oleh LPS terhadap bank

sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas.

9. Penyelesaian adalah tindakan yang dilakukan oleh LPS terhadap

bank selain bank sistemik yarry mengalami permasalahan

solvabilitas.

10. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Maj elis Ulama Indonesia.

1 1. Simpanan adalah darayangdipercayakan oleh nasabah kepada Bank

Syariah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku baik

dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito atau

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

12. Al-Wishayah adalah pelimpahan wewenang oleh negara kepada

perseorangan atau badan hukum untuk menangani atau

menyelesaikan Bank Syariah yang mengalami permasalahan

solvabilitas.

13. Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain.

74. Akad Jual Beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang

mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang

dipertukarkan (barang dan harga).

15. Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu

barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrah atau

upah.

16. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di
Bank Syariah dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad arrtara

Bank Syariah dan Nasabah yang bersangkutan.

17. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh

fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan

Prinsip Syariah.

: Ketentuan Hukum

1. Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank yang Mengalami

Permasalahan Solvabilitas dibolehkan dengan syarat sesuai dengan

prinsip syariah.

Kedua

D ew an Sy ar i ah N as ional - Maj e li s Ul ama Indone s i a
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Ketiga

2. Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank yang Mengalami
Permasalahan Solvabilitas berdasarkan prinsip syariah wajib
mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketentuan Umum terkait Pedoman Bagi LPS dalam Pelaksanaan
Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami
Permasalahan Solvabilitas ;

1. Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank yang Mengalami
Permasalahan Solvabilitas tidak boleh bertentangan dengan prinsip

Syariah, yaitu antara lain terhindar da,*i riba, gharar, maysir, tadlis,

dharar, zhulm, dan haram.

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang
(Qanun) telah menugaskan LPS untuk merumuskan, menetapkan,

dan melaksanakan kebijakan penanganan atau penyelesaian Bank
yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas sebagai peruujudan

fungsi dari konsep al-Wishayah.

3. Dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank yang

Mengalami Permasalahan Solvabilitas, atas dasar pertimbangan

maslahah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, LPS dapat

memiliki wewenang sebagai berikut:
a. menetapkan metode Penanganan atau Penyelesaian

permasalahan solvabilitas Bank Syariah;

b. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang

pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umm

Pemegang Saham (RUPS);

c. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank yang

diselamatkan;

d. meninjau ulang, membatalkan, mengakhii, dan/atat mengubah

setiap kontrak yang mengikat bank yang diselamatkan dengan

pihak ketiga yang merugikan bank;

e. menjual dan/atau mengalihkan aset bank dengan atau tanpa

persetujuan para Nasabah Penerima Fasilitas;

f. menjual dan/ataumengalihkan kewajiban bank dengan atautanpa
persetujuan Nasabah Penyimpan;

g. menetapkan jenis dan kriteria aset dan kewajiban yang dialihkan;
h. mengalihkan kewajiban Bank Syariah yang Mengalami

Permasalahan Solvabilitas kepada Bank Penerima atau Bank
Perantara yang diikuti dengan pengalihan sebagian atau seluruh

aset Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas
tanpa persetujuan kreditur, debitur, danlataupihak lain; dan

i. melakukan pembayaran kepada Bank Penerima atau Bank
Perantara atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban

Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.

Dew an Syoriah Nasional-Maj elis Uama Indone s i a vI
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Keempat

Kelima

Keenam

Cara Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami
Permasalahan Solvabilitas

1. Cara Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalarrli

Permasalahan Solvabilitas yang dapat dilakukan oleh LPS arrtara

lain:
a. Pengalihan sebagian atau seluruh aset danlataskewajiban kepada

Bank Penerima;

b. Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban kepada

Bank Perantara;

c. Penyertaan Modal Sementara; atau

d. Likuidasi

2. Cara penyelesaian sebagaimana angka t huruf d, berlaku khusus

untuk Bank selain Bank Sistemik.

Ketentuan tentang Pengalihan Aset danlataa Kewajiban Bank
Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

Dalam proses pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank Syariah yang

mengalami permasalahan solvabilitas kepada Bank Penerima atau Bank

Peruttara dapat dilakukan menggunakan akad Hawalah dengan

mekanisme sebagai berikut:

1. LPS mengalihkan kewajiban (Bank Syariah yang Mengalami

Permasalahan Solvabilitas) kepada Bank Penerima atau Bank

Perantara dengan menggunakan Akad Hawalah;

2. atas pengalihan tersebut pada angka i, LPS memiliki kewajiban

kepada Bank Penerima atau Bank Perantara;

3. untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 2, LPS

dapat mengalihkan aset Bank Syariah yang Mengalami

Permasalahan Solvabilitas kepada Bank Penerima atau Bank

Perantara;

4. dalam hal terdapat selisih kurang arrtara aset dan kewajiban, maka

LPS wajib membayar kekurangannya kepada Bank Penerima atau

Bank Perantara; dan

5. dalam hal terdapat selisih lebih maka Bank Penerima atau Bank

Perantara wajib membayar selisih tersebut kepada Bank Syariah

yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas melalui LPS.

Ketentuan Tentang Penjualan Aset Bank Syariah yang Mengalami
Permasalahan Solvabilitas

Dalam proses likuidasi berupa penjualan aset Bank Syariah yang

mengalami permasalahan solvabilitas kepada pihak lain wajib
memperhatikan prinsip-prinsip syariah sebagai berikut:

1. aset yang berupa aset tetap dan inventaris yang digunakan dalam

kegiatan usaha Bank dapat dialihkan dengan prinsip jual beli (bai);

Dew an Syariah Nasional-Maj elis U ama Indone sia
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Ketujuh

2. aset pembiayaat Musyarakah, Mudharabah, IMBT, dan/atau MMQ
pada prinsipnya dapat dipindahkan kepemilikannya melalui
mekanisme Jual Beli (al-Baf);

3. aset berupa piutang pembiayaan Qardh, Murabahah,lJarahMuwazi,
dan/atar Ijarah Multijasa dapat dipindahkan kepemilikannya dengan

mekanisme pengalihan yang pemb ay aran harganya (tsaman) berupa

barang ('ain);

4. pengalihan aset secara gabungan (bundling) pada poin 1,2, dan3,
boleh dilakukan melalui mekanisme Jual Beli (al-Ba{') dengan syarat

nilai valuasi aset 1 dan 2 sekurang-kurangnya 5lo/o dan total
keseluruhan aset yang dijual; dan

5. dalam hal nilai valuasi sebagaimana dalam angka 4 kurang dari nilai
tersebut dan memenuhi kriteria dharurat/hajiyat, Tim Likuidasi (TL)
meminta pendapat DSN-MUI terkait struktur akad yang digunakan.

Ketentuan Khusus terkait Pedoman Bagi LPS dalam Pelaksanaan
Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami
Permasalahan Solvabilitas

1. LPS boleh berjanji (wa'A kepada para calon Bank Penerima untuk
mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban Bank Syariah

yang mengalami permasalahan solvabilitas, jika diambil cara

Penanganan atau Penyelesaian dengan mengalihkan sebagian atau

seluruh aset dan/atau kewajiban kepada Bank Penerima, kepada

calon Bank Penerima yang telah melakukan proses:

a. Uji Tuntas (Due dilligent) atau menggunakan hasil Uji Tuntas

LPS; dan

b. memberikan penawaran terbaik.

2. Dalam hal dipilih cara Penanganan atau Penyelesaian dengan

mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban kepada

Bank Penerima, LPS wajib memilih Bank Syariah sebagai Bank

Penerima.

3. Dalam hal dipilih cara Penanganan atau Penyelesaian dengan

mengalihkan sebagian atau seluruh aset danlatau kewajiban kepada

Bank Perantara, LPS wajib mendirikan Bank Syariah sebagai Bank
Perantara;

4. Dalam proses Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang

mengalami permasalahan solvabilitas, penilaian aset berupa:

a. piutang; atau

b. pengembalian pokok dan imbal hasil;

dari nasabah penerima fasilitas dilakukan sesuai dengan

karakteristik skema akad pemb iay aan yang digunakan.
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Kedelapan Ketentuan Penutup

1. Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah

dan perafuran perundang-undangan yang berlaku:

a. melalui musyawarah mufakat,

b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui

Badan Arbitrase Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia

(BASYARNAS-MUD atau Pengadilan Agama apabila

musyawarah mufakat tidak tercapai.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disempurnakan

sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

: Jakarta

: 03 Safar 1440 H
02 Oktober 2019 M

Sekretaris,

DEWAN SYARIAH N
MAJELIS ULAMA

Ketua,

PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN

a{Jt

Vr:Jl
ub Jr
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